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BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR §'Q TAHUN 2022

TENTANG

APAN TARI® ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAA™N
VENDARAAN BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA,

yahwa dengan adanva kebijakan Pemerintah menzik
narga Bahan Bakar Minvak (BBM), sehingga menyebabrz:
meningkatnva harga berbagai spare part [suku cadang].
kondisi geografis, load faktor (faktor muatan). kondis
prasarana jalan maka Peraturan Bupati Muna Nomor ©
Tahun 2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota dan
Angkutan Pedesaan Kendaraan Bermotor Dalam Daerah
kabupaten Muna dipandang perlu untuk dilakukan
penvesuaian kembali;

bahwa memperhatikan hasil rapat pembahasan rancangan
penvesuaian tarif angkutan antara pihak eksekutif dengan
pithak legislatif. organda serta tokoh masvarakar telah
dilakukan kesepakatan:

bahwa untuk menjanin  kelancaran pelavanar  jass
angkutan dengan memperhatikan kemampuan cava
masyarakat dan kelangsungan hidup usaha. periu adan: -
penvesuaian dan penataan kembali Tarif Angkutan
Penumpang Kota dan Angkutan Pedesaan Kkendaraznr
Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksi:d
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati  Muna tentang  Penetapan Tarf Angkutor
Penumpang  Kota dan Angkutan Pedesaan Kkendaraan
Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna;

nzingat Pl Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 1959 tenta g
Pembentukan Daerah Tingkat 11 i Sulawesi (lembarir
“egara Tabhun 1959 Nomar 74 tambahan Lembaran Negaro

Nomor 18272



Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara  Repubhk Indonesia  Tahun 2011 Nomor #72.
Tambahan Lembaran Negara Republil Indonesia Nomor
5234) sebagaimann telah diubah beberapa kali terkahir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2001 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 6R01
Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemenntahan raerah  (Lembaran  Negara Repubiik
ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Rebuplhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kena (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemenntahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
ipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurn
2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Indonesia
Nomor 6841),
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
fahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor
5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negare
Fepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahar
Lembaran Negara Indonesia Nomor 684 1),
Peraturan  Pemenntah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Vanaemen  Dan Rekavasa  Analisis  Dampak Serta
Manajemen  Kebutuharn  Lalu Lintas (Lembaran Negara
epubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
~mbaran  Nepara  Repubhk  Indonesia  Nomor 5221
‘bageimana telah diuball dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2027 tentang Penvelenggaraan Bidang
Laly amtas dan Angkutan Jalan  (Lembaran  Negara
Sepublll Indonews Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan
erphoran Nepara Repubhik Indonesia Nomor 6642},
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317);

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republhk Indonesia
Nomor 5346);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Jarnngan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642),

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penvelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkuran
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 6642);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Beritza
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darar Nomor
KP.2752/AJ/DRJD/2020 tentang Pedoman Teknis
Perhitungan  Biava Operasional Kendarasn Subsid:
Angkutan Perkotaan,

‘eraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016
rentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 2);
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MEMUTUSKAN.

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG

KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN BERMOTOR
DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1
2

(O8]

Ul 4

~I

9

10

w

Daerah adalah Kabupaten Muna.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintah
Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjad
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Muna.

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muna.

Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Muna.

_ Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah

sesuar dengan Perturan Perundang-undangan vang berlaku

Badan adalah suatu bentuk badan usaha .ang meliputt Persernan Terbatas
Perseroan Comanditer perseroan lammnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Pesekutuan, Perkumpulan Firma
flongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana
Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya

Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang telah
disedhakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.

Travek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa anghkutan
orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus vang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap maupun tidak berjadwal dalam
wilavah Daerah.

Mobil  Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkap
sebanvak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat dudiil:
nenezernudi batk dengan maupun tenpa perlengakapan pengangkutan bagas
Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor vang dilengkap: leth dar

“idelapan) tempat duduk, tidak termasuk temapt duduk pengemud: bl

dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi

Angkutan Khusus adalah kendaraan bermotor vang disediakan uniul
dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atan
untuk mengangkut barang-barang khusus.

Retnibusi izin Trayek adalah pembayaran atas pembenan izin kepada orang
pribadi atau badan usaha yang menyediakan pelavanan angkutan penumpany
umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah Daerah

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan vang menurut Peratiuran
Perundang-undangan retribusi diwajibkan unruik melakukan pembavaran
retribusi.
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BAR 11
KETENTUAN TARIF

Pasal 2
Tan! satuan dan jarak untuk angkutan penumpang pada trayek/route vang
seluruhnva berada dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan i dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupat ini.

Pasal 3
Tanf penumpang dilakukan dengan cara sewa selanjutnya angkutan penumpang
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, juga didasarkan atas
kesepakatan antara penvedia jasa dan pengguna jasa.

Pasal 4
‘an!’ angkutan penumpang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sudan
rermasuk turan wayib dan pertanggungan asuransi kecelakaan penumpang dar 7

Persero Asuransi Jasa Raharja.

Pasal 5
Selaim pungutan sebagaimana yang dalam Pasal 2 apabila mengenakan punguran
cang  dikaitkan  dengan tarif angkutan penumpang wajib terlebih dahulu
mendapatkan persetujuan dari Bupat.

Pasal 6
Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang menaikan dan/atau mengurang
hesamya tarif satuan dan jarak untuk angkutan penumpang.

BAB I
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 7
rregawasan dan Penertiban dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan

niansi terkait lainnva

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
erean ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muna Nomor 6
=hun 2015 tentang Penetapan Tanf Angkutan Kota dan Angkutan Pedeszan
Kendaraan Bermotor Dalam Daerah Kabupaten Muna, dicabut dan dinvatakan
ndak berlaku
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Pasal 9

Jeraturan Bupat inn mulat berlaku pada tanggal diundangkan.

\gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Raha

hundangkan di Raha

sada angeal 3| Deseuwaber 2022
SERRFTARIS DAERAH,
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BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR 89 ..............

~\




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUNA

noMorR (Y9 TAHUN 2022

TANGGAL 9] [eSendgy 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN
ANGKUTAN PEDESAAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM
DAERAH KABUPATEN MUNA

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KOTA DAN ANGKUTAN PEDESAAN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM DAERAH KABUPATEN MUNA

JARAK TARIF TARIF PELAJAR/ KENAIKAN
NO TRAYEK/ROUTE (KM) LAMA (Rp) | BARU (Rp) MAHASISWA (Rp) (%)
I. ANGKUTAN KOTA
~ Terminal Laino-SMA 3-Watonea-Palangga 10 Km 4.000,- 6.000, - - 50%
- Terminal Laino-Wawesa 10 Km 4.000,- 6.000,- a 50%
- Terminal Laino-Wapunto-Lasunapa 10 Km 4.000,- 6.000.- 50%
- Terminal Laino-Lagasa-Gonebalano 10 Km 4.000,- 6.000,- 50%
II. ANGKUTAN PEDESAAN
1 ‘Raha ,? ::_:u\_ Laino- Laloya 33 Km 20.000,- 29.00 - ? 45%,
_mu_wm Terminal _\‘:ﬂc‘nw/lcmﬁ Wuna 25 Km 15.000,- 22. OOC# \}lf»‘l ) - _ 4%
" Raha _. rmin: ,_ lLaino-Tongkuno Lama | 22Km | 15000,- 22 000 .- _ ] B - _‘ 7% |
- ‘_wr,d\. 7 rminal Lammo-Wabmtingt | 22 km 7.000,- | 10.000.- _ 3 000 - 439,
ﬁw ZL:.. Te riminal Laino-Mabolu Masalii -~ | 12 Kim B 7.000,- ‘_!CJCQ: _ BV BT ya—
2 | Raha Terminal Laino Bonea |15 Km 8.000 10.000, | S 8000 25% |
[ 5000, 12 000 , 10.000,- | 50,

Raha-Ternpal Laino-Bangun San




- Raha Termnal Lamo - Tampo

30Km | 17000, | 24.000,
- Raha-Termmal Laino-Langkumapo 30 Km ,r 17.000,- “( 24.000,
4 = Raha Termunal Laino-laabalano 15Km 9.000.- 13 000,
5 Tili_whw.m Terminal f::o-fucf:_.: 40 Km 22.000,- 30.000,
~ Raha Termunal Lamo-Latawe | 38Km 19.000.- 27.000, |
~ Raha Terminal Laimo Lakawohe Kontu 38 Km 19.000.- 25.000,-
 Raha Terminal Laino-Guali | 31Km 16.000.- | 24000,
Raha Terminal Laino-Masara B 30 Km 17.000, 25.000, |
w.l Raha Terminal Lawno Konawe B 26 Km 14.000,- o h@ 000, ”
| Rahu Terminal Lamo-Wakadia | 22Km 12.000,- 14,000 ’
fﬂ‘ Raha Terminal Laino-Matarawa ] 17 Km 12.000. 1 Occ. |
6 M_ Raha 1erminal Lano-Marobo | 76Km 38.000, | 52000 |
_ Rahu 1 Termn.nal Laino- Bonetondo | 67 Km 32.000,- |  43.000, .«
g Raha ,_..::::r Laino Bone Kacintala 62 Km 30.000. | 45000 [
T .L»n'I..!W«.vw‘ TNJH.::& LA Wasolangka /Parig) ] wa _A-: wm.c.@@wfrﬂt 000 “
m.l Raha-Terminal Lano Tanjung Batu ‘ mu Km f!.nm.lccmvr -39 000 ¢
*‘,-. T,..mm:» Terminal Lano- f.«:nh..xc Lupia - R Km | wt&x,&'lﬁ, 29 00O A
P - Raha Termnal Laino Lasehao 38 Km 20000, | 29 000
7T faha dertmnal o N 1 Whmo | 22000 [ siooo |
w ‘ T...Hﬁ‘:h Yer o, vty _L,S.»ﬂm.;‘wwvlm‘ o 5 ks | \«Pw..rlr.. 4 )0
,..‘nﬁ,‘.,‘ Pttt 0 bailio W bt ?._,‘__ . & hin “ 2O UM b iw |
o ,..»L qo e i (..:.:.L( NN N ! I8 G | TRS. )
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'~ Raha-Terminal Laino-Tondasi 58 Km 30.000,-  44.000, | 7
- “‘.*.N,m‘pﬂm.l‘_,mﬁ:,::%‘_\m‘m:‘o“wmsvﬂww 56 Km 28.000,- 41.000, , 46%
- Raha-Terminal Laino-Pajala 56 Km 28.000,- 41000 469
- Ww‘w“m.‘,_,mjd:.:m_ Laino-Parura Jaya 54 Km wm.ooo.- , 36.000, 44%
- Raha-Terminal Laino-Lasama 52 Km 24.000,- 35.000,- 16%0
- Raha-Terminal Laino-Kambara 48 Km 21.000-  31.000, ) 48%

|~ Raha-Terminal Laino-Oempu 67 Km | 32.000,- 46.000 - \ 449,

,_ Raha-Terminal Laino-Waleale 66 Km 32.000,- a6.000,- \\ 449,

M 57Km | 28000-| 41.000.- / 167

] : /
A% ,\\“\
LA QNW\WA\»{Z;C RUSMAN EMBA
//

[/

174
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